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TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 A TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK

Menimbang

HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

La.

b.

C.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

bahwa pedoman pelaksanaan bantuan Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah diatur
dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 25 A Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 25,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 25 A
Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 28);

bahwa dengan adanya perbedaan besaran bantuan terhadap
penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah maka Peraturan Wali Kota tersebut

perlu diubah dan disesuaikan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 25
A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah;

s



Mengingat

.

Undang-Undang Noﬁmr 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan ((Lembaran Negara Tahun 2015
Republik Indonesia Nomor 199) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran
Negara Tahun 2015 Republik Indonesia Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 25 A Tahun 2016 tentang
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 25A),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 25 A
Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Padang Tahun
2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 A TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali kota Nomor 25 A Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 25 A)
sebagaimana telah diubah dengan :

1. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018; dan

2. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019;

diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah' dan angka 6 dihapus sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut : ‘

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah

yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas dan
kesehatan bangunan.

4. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu
mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

6. Dihapus.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang
ditunjuk untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.

8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat yang diberi wewenang oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan

sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

11. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan
memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk
meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah tidak layak huni.

12. Gambar Kerja yang selanjutnya disingkat GK adalah gambar yang digunakan
sebagai acuan untuk dilaksanakan atau dikerjakan dilapangan.

13. Gambar Rencana adalah gambar yang dibuat oleh unsur perencana yang
digunakan sebagai acuan dalam membuat gambar kerja.

14. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan
banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya
lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
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2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Besaran Bantuan RTLH yang diberikan sesuai rencana anggaran biaya
kebutuhan biaya perbaikan atau peningkatan kualitas untuk mencapai
kualitas minimal RTLH.

(2) Besar bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
biaya retribusi persetujuan bangunan gedung.

(3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 13
(1) Penggunaan bantuan RTLH diutamakan untuk Peningkatan Kualitas dinding
sisi luar bangunan, atap dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal
luas dan dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun.
(2) Kecukupan minimal luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah luas lantai bangunan 28 M2 (dua puluh delapan meter persegi) atau 7

M2 (tujuh meter persegi) per anggota keluarga.

(3) Kebutuhan luas minimal bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;

b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau
batako terpasang rapi tanpa plester, atau papan kelas II;

c. dinding luar di bawah naungan atap rumah atau dinding sopi sopi
mengunakan bahan batu bata, batako, papan kelas II atau GRC tebal
minimal 4 mm (empat mili meter);

d. atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang;

e. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum daerah dan
ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang
masuk ke dalam rumah; dan

f. dalam hal bahan dinding dari papan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah
60 cm (enam puluh sentimeter) terbuat dari bahan batu bata diupayakan
terplester bagian luar atau batako plester.



(4) Dalam hal lingkungan rumah tidak rentan banjir, direckomendasikan penerima
bantuan dapat mengubah bentuk rumah panggung menjadi rumah tapak.

(5) Penggunaan bantuan RTLH sebagimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
dalam bentuk GK dan RAB.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, menetapkan pengundangan Peraturan Wali Kota
ini dengan penempatan berita daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal % Agwre 2022

WALI KOTA ANG,

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2% AZvSNVS 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR ¢ 72~



